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PRAKATA 
 
 

Alhamdulillahhirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa 
buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan 
Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan. 

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan 
dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas 
Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara 
daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai 
mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan 
Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran 
dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. 
Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi 
dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy,Dinamika 
Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di 
Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan 
Solusinya. 

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif 
baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat 
pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat 
digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat 
negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor. 

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan 
dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh 
kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan 
untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat. 

 

Surabaya, 22 Juli 2021 

Editor 

ttd 

Achmad Hariri 
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SAMBUTAN 

DEKAN FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 
 

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena dengan 
rahmat dan karunianya kita dapat membaca buku dengan tema 
“Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di 
Indonesia”. 

Saya mengucapkan terimakasih dan menyampaikan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya 
dan jajarannya yang telah mengkoordinir buku untuk terbitnya buku 
tersebut. 

Korupsi sudah menjadi penyakit parah di negeri ini dan sangat sulit 
untuk disembuhkan. Hampir setiap hari cerita korupsi ditonton dan dengar 
melalui pemberitaan di media massa oleh masyarakat. Masyarakat mungkin 
telah merasa jenuh dan bosan ketika melihat dan mendengar pemberitaan 
seputar korupsi. Tapi itulah faktanya, pelaku dugaan tindak pidana korupsi 
datang bergantian. Belum tuntas satu kasus diputus pengadilan, tertangkap 
lagi pelaku dugaan korupsi berikutnya. Bahkan diantaranya terdapat pejabat 
negeri ini, mereka tertangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Korupsi memiliki dampak diberbagai aspek seperti sosisal, ekonomi, 
dan politik sehingga dapat menimbulkan desakan sanksi termasuk 
hukuman mati. Bahaya korupsi bagi kehidupan dapat di ibaratkan bahwa 
korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan 
harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan 
dapat hidup terus. 

Upaya penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi di 
Indonesia telah dilakukan dengan berbagai cara, namun hingga saat ini 
masih saja terjadi korupsi. baru ini pulik bahkan telah dikejutkan dengan 
korupsi di era pandemi ini. sehingga sangat memungkinkan ketika 
membicarakan hukuman apa yang pantas untuk pelaku korupsi. Hukuman 
mati menjadi pertanyaan apakah sesuai bagi pelaku tindak pidana di masa 
krisis ini. 

Pro-kontra penjatuhan hukuman mati tidak hanya menjadi konsumsi 
masyarakat hari ini. hal ini mengundang beragam pendapat, mulai dari para 
juris sampai ke warung kopi. Pertanyaan ini akan selalu mengudara jika 



xvi viii 

 

 

berhadapan dengan fakta masih maraknya korupsi di negeri macan asia ini. 
Di kubu pro hukuman mati, mereka berpendapat pemberlakuan hukuman 
mati menunjukkan rasa simpati terhadap korban-korban kejahatan berat, 
namun penerapannya harus seselektif mungkin. 

Saya berharap kegiatan Webinar ini bisa menjadi sarana yang efektif tentang 
apakah instrument hukuman mati menjadi efektif jika melihat fakta yang terjadi saat 
ini. 

Saya menyampaikan ucapan selamat membaca buku berjudul “Penegakan 
Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia”. Semoga 
Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semua dalam 
melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya. 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 
 
 

Surabaya, 22 Juni 2021 

Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya, 

 
 
 

Dr. Asri Wijayanti, SH., MH, 
NIP/NIDN : 0002066901 
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KEABSAHAN HIBAH ORANG TUA ANGKAT KEPADA ANAK ANGKAT 
Seb Nofem Siti Achirotin 1, Asri Wijayanti* 2 

Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surabaya 
asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id 

Abstrak 
Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain pada saat pemberi 
hibah masih hidup. Adakalanya pemberian hibah terdapat unsur kelalaian 
dengan tidak memperhatikan kepentingan ahli waris. Tujuan penelitian ini 
adalah mengkaji keabsahan hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat 
yang tidak memperhatikan kepentingan istri. Penelitian ini adalah yuridis 
normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah 
hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat adalah sah apabila dipenuhi 
syarat materiil dan formil. Salah satu syarat formil dari pengakatan anak adalah 
adanya akta pengangkatan anak berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan. 
Kekuatan hukum atas hibah terletak pada adanya akta hibah. Tidak terpenuhi 
syarat materiil dan formil hibah dan pengangkatan anak berakibat hibah dapat 
dibatalkan. Ahli waris yang tidak diperhatikan kepentingannya dapat 
mengajukan gugat pembatalan hibah. Kesimpulan yang dihasilkan adalah 
hibah dari orang tua angkat tidak sah, Karena didalam harta warisan terdapat 
bagian mutlak bagi ahli waris Pasal 913 B.W. dan istri dapat mengajukan 
gugatan pembatalan atas akta hibah berdasarkan Pasal 1682 jo. Pasal 1683 
B.W 
Kata kunci: hibah, anak angkat, pembatalan 

 
Latar Belakang Masalah 

Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain pada saat pemberi 
hibah masih hidup berdasarkan Pasal 1666 B.W. Hibah dapat dilakukan oleh 
siapa saja kepada siapa saja asalkan pemberi hibah dan penerima hibah harus 
dalam keadaan hidup. Perbuatan hibah berbeda dengan pewarisan. Hibah terjadi 
pada saat pemberi hibah masih hidup ketika pelaksanaan pemberian hibah 
dilakukan, sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan 
meninggalkan harta kekayaan. 

Hibah dapat dilakukan atas obyek barang bergerak ataupun barang tidak 
bergerak. Terhadap hibah barang tidak bergerak harus dilakukan secara 
peralihan hak dengan atas nama yang dilakukan di PPAT. Berdasarkan Pasal 37 
ayat 1 PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu; peralihan hak 
atas tanah dan hak milik atas rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, 
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, 
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan 
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dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur 
undang-undang. 

Hibah dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk dapat diberikan kepada 
anak angkat. Perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak angkat, di 
Indonesia telah dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 
menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Obyek hibah haruslah hak milik. Terhadap hak milik juga sudah terdapat 
perlindungan dalam Pasal 28 H ayat (4) konstitusi yaitu setiap orang berhak 
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 
secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan pasangan suami istri yang 
dipelihara, dirawat dan diasuh seperti anak sendiri sehingga anak yang diangkat 
dan orang tua yang mengangkat timbul hubungan kekeluargaan seperti anak dan 
orang tua kandungnya (Witanto, 2012). Tindakan pengangkatan anak ini tidak 
menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak dan orang tua 
kandungnya. Tujuan pengangkatan anak semata-mata hanya untuk kepentingan 
anak tersebut. 

Definisi pengangkatan anak terdapat dalam peraturan pemerintah no.54 
tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Masalah pengangkatan 
anak ini sering kali terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan 
terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji dalam peraturan 
undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencantumkan 
tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi 
mengatur tentang kedudukan anak yaitu dalam Pasal 42, anak yang sah adalah 
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 

Ketentuan ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang- 
undangan tentang perlindungan anak, yaitu UU 23/2002 jo UU No 35/2014 
tentang perlindungan anak. Khusus tentang anak angkat telah dijabarkan lebih 
lanjut dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji keabsahan hibah dari orang tua angkat 
kepada anak angkat yang tidak memperhatikan kepentingan istri. 

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- 
undangan(Sholahudin et al., 2017). Penelitian yuridis normative adalah suatu 
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau 
data sekunder(Hariri, 2020). Penelitian yuridis normative pada dasarnya adalah 
suatu pendekatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan 
masalah(Ibrahim, 2006) yang ada didalam internal hukum positif yang terkait 
dengan keabsahan hibah orang tua angkat. 

Sehingga penulis mengambil contoh kasus yang menjadi bahan penelitian. 
Hibah dari orang tua angkat (A) kepada anak angkat (B yang telah berusia 40 
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tahun) yang terjadi di Desa Cendoro, Kabupaten Tuban pada tahun 2019. Atas 
tanah dan rumah di jalan Mawar Gang 13 tersebut merupakan harta kekayaan 
satu-satunya dari suami atau ayah angkat. Hibah tersebut dilakukan tanpa 
persetujuan istri dari orang tua angkat (C). Hibah atas tanah dan rumah di Desa 
Cendoro, Kabupaten Tuban dilakukan secara lisan. Pengangkatan anak atas diri 
B dilakukan secara lisan, tanpa penetapan pengadilan. 

 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya yaitu: 

1. Apakah hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat yang tidak 
memperhatikan kepentingan istri adalah sah? 

2. Apakah istri dari ayah angkat dapat mengajukan gugatan pembatalan 
atas akta hibah tersebut ? 

 
Tinjauan Pustaka 

Pengertian hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang 
penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat 
menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan 
barang itu. Penghibahan dilakukan antara orang orang yang masih hidup (Pasal 
1666 B.W.). Dari pengertian ini dapat diketahui unsur hibah adalah perjanjian; 
menyerahkan barang secara cuma-cuma; tidak dapat ditarik kembali; pemberi 
dan penerima adalah orang yang masih hidup. 

Adapun syarat-syarat perjanjian hibah adalah dilakukan antara orang yang 
masih hidup; barang yang sudah ada saat penghibahan; dan dilakukan dengan 
akta notaris. Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika 
penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta 
notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1682 jo. Pasal 1683 B.W. Hibah atas benda 
tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris. 

Hibah dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk dapat diberikan kepada 
anak angkat. Anak angkat secara umum adalah seorang yang diambil; 
dipelihara; dan diperlakukan sebagai anak kandung. Dalam Pasal 1 angka 9 UU 
23/2002 jo. Pasal 1 angka 1 PP 54/2007 dijelaskan pengertian tentang anak 
angkat. 

Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan orangtua 
kandung yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan 
membesarkan anak kedalam lingkungan orangtua angkat berdasarkan putusan 
atau penetapan pengadilan. Dari pengertian ini, pengangkatan anak harus 
melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Prosedur pengangkatan 
anak diatur dalam Pasal 20 PP 54/2007 tentang pelaksanaan pengangkatan 
anak. 
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Bahkan, sebelum diterbitkannya PP 54 tahun 2007 pengangkatan anak. 
Prosedur terkait pengangkatan anak juga terdapat dalam UU 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak. Tujuan pengangkatan hanya untuk kepentingan dan 
kesejahteraan yang terbaik bagi anak. Oleh karenanya, negara menjamin hak 
tersebut, sebagaimana diatur melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. 

Akibat hukum dari pengangkatan anak secara sah atau melalui penetapan 
pengadilan memberikan jaminan kepada anak, yaitu pengakuan hukum. Akan 
tetapi, jika pengangkatan anak tersebut dilakukan tanpa penetapan pengadilan 
maka anak sebatas diasuh dan dirawat(Palandi, 2013). 
Analisa dan Pembahasan 

Masalah penghibahan harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1666 
B.W.. Hibah ialah pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma- 
cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak 
bergerak (dengan akta “PPAT”) diantara orang-orang yang masih hidup. Hibah 
merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa 
saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah dapat memberikan secara langsung 
atas kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. 

Suatu akta hibah dalam pembagian harta warisan, dapat dibuktikan sah 
apabila pembuatan akta hibah harus memenuhi syarat dalam penghibahan; 
suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan 
materiil (sutobing, 1983); akta hibah yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
otentik apabila tidak menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan haknya 
didalam harta warisan yang telah ditetapkan dalam akta tersebut. Jika 
dikemudian hari akta hibah tersebut dapat menghalangi ahli waris untuk 
mendapatkan haknya, maka akta hibah yang sudah dibuat notaris atau pejabat 
umum yang berwenang adalah batal demi hukum (budiarto, 1999); akta 
mempunyai unsur-unsur sesuai ketentuan dalam Pasal 165 HIR. 

Akta hibah pada dasarnya mempunyai manfaat terhadap hak-hak harta yang 
dimiliki oleh penerima hibah, seperti adanya akta hibah akan melindungi hak dan 
bukti secara tertulis bagi penerima hibah sehingga mempunyai kepastian hukum 
atau jaminan hukum dikemudian hari. Akta hibah dapat dijadikan sebagai 
pelindung bagi penerima hibah apabila dikemudian hari diajukan gugatan oleh 
pihak lain. Dengan adanya akta hibah akan meminimalisir terjadinya sengketa 
dalam keluarga atau para ahli waris yang lain. 

Namun kebebasan dalam memberikan hibah dibatasi dengan hak ahli waris. 
Didalam harta pemberi, terdapat hak bagian mutlak bagi ahli warisnya dan hak 
ini dilindungi undang-undang. Jadi, jika penghibahan melanggar hak ahli waris, 
maka dapat mengajukan gugat pembatalan pemberian hibah. Namun, bila ahli 
waris tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan. 

Untuk mencegah terjadinya gugatan di kemudian hari, dalam praktiknya 
disyaratkan ialah surat persetujuan dari ahli waris pemberi hibah. Dengan 
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demikian, penghibahan harus memperhatikan persetujuan dari para ahli waris 
dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan 
yang telah di tetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris 
(Pasal 913 BW). 

Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para 
keluarga sedarah; baik sah maupun luar kawin dan suami/istri yang hidup terlama 
(Pasal 832 B.W). Suami/isteri dan keturunan, mereka berhak mendapat bagian 
yang sama jumlahnya (Pasal 852 B.W). Sedangkan bagian ahli waris/ isteri 
mendapat seperempat bagian apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu, 
dan mendapat bagian seperdelapan apabila pewaris mempunyai anak atau cucu, 
dan isteri tidak pernah tersekat dari ahli waris. Adapun dalam surat An Nisa’ ayat 
12 yang menjelaskan bagian istri. 

Dalam pewarisan ada factor penyebab ahli waris atau istri tidak mendapatkan 
warisan. Yang dianggap tak patut menjadi pewaris dan karenanya pun 
dikecualikan dari pewarisan adalah mereka yang dihukum karena telah 
mencoba/membunuh pewaris; mereka yang dengan putusan hakim telah 
dipersalahkan karena memfitnah; mereka yang sengaja mengancam pewaris; 
dan mereka yang telah menggelapkan surat wasiat. Yang menjadi dasar hukum 
istri atau ahli waris tidak mendapatkan warisan diatur dalam Pasal 838 B.W. 

 
Penghibahan dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkat atas 

seluruh harta kekayaan miliknya, akan tetapi harus memperhatikan hak ahli 
waris. Karena di dalam harta pemberi hibah terdapat hak mutlak bagi para ahli 
waris yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi, penghibahan itu dirasa tidak adil 
ahli waris dapat mengajukan gugat pembatalan hibah. Apabila ahli waris tidak 
mempermasalahkan, maka penghibahan tersebut dapat dilaksanakan. 

 
Kesimpulan – Rekomendasi 
Kesimpulan 
Dalam paparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Dalam penghibahan dari orang tua angkat kepada anak angkat yang tidak 
memperhatikan kepentingan istri adalah tidak sah. Karena didalam harta warisan 
terdapat bagian mutlak bagi ahli waris yang dilindungi oleh undang-undang. 
Bagian mutlak tersebut diatur dalam Pasal 913 B.W. selain itu tidak memiliki 
kekuatan hukum. Karena tidak memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik 
secara formil maupun materiil. 
Maka Istri dapat mengajukan gugatan pembatalan atas akta hibah tersebut 
karena didalam Pasal 1682 jo. Pasal 1683 B.W. Hibah atas benda tidak bergerak 
menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris. Apalagi tidak mendapat 
izin dari ahli waris dalam pemberian hibah tersebut. 
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Rekomendasi 
Dengan adanya undang-undang terkait hibah dan pengangkatan anak dapat 
memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar agar memperhatikan 
edukasi terhadap pemberian hibah dan pengangkatan anak. Sehingga tidak 
menimbulkan kerugian atau perselisihan antara ahli waris dengan anak angkat. 
Pemberian hibah pun seharusnya memperhatikan hak ahli waris terlebih dahulu 
agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari. Apalagi untuk anak angkat 
seharusnya agar mendapat hak dan perlindungan yang sama harus 
memperhatikan proses pengangkatannya agar hak anak angkat pun terjamin di 
mata hukum. 
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